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FPRESIDEMN
REPUBLIK INDOMNESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 1981
TENTANG
PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

PRESIDEN REPUBLIK INDONES A,

Menimbang : a bahwa penyelenggaraan urusan haji adalah tugas nasional dan
dilaksanakan oleh Pemerintah;

b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap umat Idam yang
me akukan ibadah hgi, dipandang perlu meninjau kembdi ketentuanketentuan
ddam Keputusan Presden Nomor 22 Tahun 1969, Instruks Presden Nomor 6
Tahun 1969, dan Indruks Presden Nomor 5 Tahun 1971 dengan
mengeluarkan Keputusan Presiden baru tentang Penydenggaraan Urusan
Hai ;

M engingat Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetgpan Undangundang

Nomor 40 Drt Tahun 1950 tentang Sura Perjdanan Republik Indonesa

(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 82) sebaga Undangundang (L embaran

Negara Tahun 1959 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1799) ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
Di Dagrah- (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037)

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisas
Departemen

5. Keputusan Presden Nomor 45 Tahun 1974 tentang susunan Organisas
Departemen sebagaimana telah bebergpa kai diubah, terakhir dengan
Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981 ;

6. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet
Pembangunan 111.

N

MEMUTUSKAN:
Dengan mencabut Keputusan Presden Nomor 22 Tahun 1969, Instruks Presden Nomor 6 Tahun
1969, dan Ingtruks Presden Nomor 5 Tahun 1971

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENY ELENGGARAAN URUSAN HAJ.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Penyelenggaraan Urusan Hagi merupakan tugas nasiona dan hanya
dilaksanakan oleh Pemerintah.
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Pasal 2

Penydenggaraan Urusan Hgji sebagamana dimaksud dadam Pasd 1, mdiputi
segdakegiatan pengurusan hgji sebagal berikut
a. Penentuan Ongkos Naik Haji ;

b.
. Pemeriksaan, pelayanan, dan pemeliharaan kesehatan ;
. Menerima dan mengelola Ongkos Naik Haji ;

. Pengeluaran Pas Perjalanan Hgji ;
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Penerimaan dan pendaftaran ;

Pembinaan dan bimbingan ;

. Keselamatan, ketertiban dan kesejahteraan selama dalam perjalanan

mel aksanakan ibadah haji ;

. Penyelenggaraan pemondokan ;

Penyel enggaraan angkutan untuk jemaah haji ;
Pemeliharaan ketertiban dan keamanan barang-barang calon/jemaah
haji ;

. Lain-lain kegiatan yang ada hubungannyadengan urusan hgji .

Pasal 3
Penyelenggaraan Urusan Hgji dilakukan di bawah koordinas dan tanggung
jawab Menteri Agama
Ddam mdaksanakan tujgas sebagamana dimeksud ddam aya (1)
Departemen Agama bekerjasama dengan Departemen-
depatemen/Lembagalembaga/lndang-indand  yang bersangkutan  menurut
bidang tugas, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing.

BAB Il
ONGKOSNAIK HAJ
Pasal 4

Besarnya Ongkos Nalk Hgji ditetgpkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama,
setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

(1)
(2
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Pasal 5

Pembayaran Ongkos Naik Haji dilakukan pada Bank-bank

Pemerintah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia,

Bank-bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

mempunya tugas dan kewgjiban :

a Menerima pembayaran Ongkos Nak Hgi dari caon-caon hgi yang
telah mempunya surat pemeriksaan kesehatan untuk menunaikan
ibadah hgji ;

b. Meneima, membukukan, dan memindah bukukan Ongkos Nak Hgji
sesual dengan tatacarayang ditetapkan oleh Bank Indonesia

C. Memindahbukukan Ongkos Naik Hgi sebagamana dimaksud daam
huruf a ke dalam rekening Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Isam dan Urusan Hgi pada Bank Indonesia berdasarkan petunjuk
Gubernur Bank Indonesa

Apabila di suatu Daerah tidak ada Bank-bank Pemerintah

sebagaimana dimaksud ddam aya (1), maka Kantor Pos dan Giro dgpat

menerima pembayaran Ongkos Nak Hgi sebaga trander biasa untuk diteruskan
kepada Bank-bank Pemerintah tersebut di aas yang terdekat,

Pasal 6
Pembayaran Ongkos Nak Hgi sshagamana dimaksud ddam Pasd 4 digunakan
untuk keperluan biaya penydenggaraan urusan hgi tahun yang bersangkutan di
dadam dan di luar negeri sebagaimana yang tedah ditetapkan oleh Menteri
Agama
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(2) Penydenggaraan penatausahean Ongkos Nak Hgi dilakukan oleh seorang
Bendaharavan yang ditetgpkan oleh Menteri Agama

(3) Ddam menydenggarakan penatausehaan Ongkos Nak Hgi tersebut supaya
berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderd Bimbingan Masyarakat Idam dan Urusan Hgji
bertanggungjawab bak terhadap segi keuangan maupun efisens pd aksanaan
kegiatan naik hai.

(2) Setiap akhir musim hgji yang bersangkutan Direktur Jenderal Bimbingan
Masyarakat 1lam dan Urusan Hgji menyampaikan lgporan perhitungan dan
pertanggung jawaban keuangan Ongkos Nak Hgji kepada Menteri Agama
dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan cg, Direktorat
Jendera Pengawasan Keuangan Negara

Pasal 8
Pengawasan terhadap penggunaan Ongkos Naik Hgji dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan Instans yang berwenang sesua
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB I
PENY ELENGGARAAN URUSAN HAJ DI DAERAH
Pasal 9

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat | mengkoordinasikan penyeenggaraan
urusan hgi di daerah menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetgpkan
ddam Keputusan Presdenini.

(2) Penyelenggaraan urusan hgji di daerah sebagaimana dimaksud daam ayat (1)
mdiputi kegiatan-kegiatan :

a. Menerima dan mengurus pendaftaran calon hgji ;

b. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan caon hgi ;

C. Mengedluarkan Pas Perjdanan Hgji bagi caon hgi daerah atas nama
Menteri Agama,;

d. Memberikan penerangan hgji kepada masyarakat ;

€. Memberikan bimbingan kepada caon hgi dan petugas haji.

() Untuk kelancaran pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah hgi, di
tigotigp pdabuhan hgi dibentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan
cdonjemaah hgi yang terdiri dai unsur-unsur Depatemen Agama,
Departemen Dalam Negeri/Pemerintah Daerah, Departemen Perhubungan
sstempa dan Indans/Badan lainnya yang ada hubungannya dengan

penydenggaraan urusan hg.

Pasal 10

(1) Gubernur Kepala Daerah Tingkat | dan Bupati/Walikotamadya Kepda
Daerah Tingkat Il addah penanggungjawab pelaksanaan penydenggaraan
urusan hgi di Daerah Tingkat | dan Daerah Tingkat 11, dan bertanggung jawab
kepada Pemerintah Pusat ddam hd ini Menteri Agama.

(2) Daam pelaksanaan tugasnya sehari-hari para Gubernur Kepaa Daerah
Tingkat | dan Bupati/\Walikotamadya Kepda Daerah Tingkat 11 menunjuk dan
mengangkat Ass sten Sekretaris WilayahVDaerah Bidang K esgahteraan Rakyat
sebaga Kepda Stef.

BAB IV
KESEHATAN CALON/JEMAAH HAJ
Pasal 11.
(1) Depatemen Kesehatan bertugas dan  bertanggungjawab dadam
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menyelenggarakan pemeriksaan, pelayanan, dan pemeliharaan kesehatan
cdon/jemaah hgi.

Untuk mel aksanakan ketentuan ayat (1) Departemen Kesehatan membentuk
Team Kesehatan Hgi Indonesa (TKHI).

BAB YV
KETENTUAN KEIM IGRASIAN
Pasal 12
Calon hgji yang akan pergi menunaikan ibadah haji hanya mempergunakan
Pas Perjdanan Hgi (PPH).
Pas Perjalanan Hgji hanya dikeluarkan oleh Menteri Agama.
Menteri Agama dapat menunjuk Pgabat lain untuk dan atas namanya
menandatangani Pas Perjalanan Haji.
Menteri Kehakiman atau Pgabat yang ditunjuk bertugas meakukan penelitian
atas penggunaan Pas Perjalanan Haji sebagamana dimaksud ddam ayat

@.

BAB VI
KETENTUAN BARANG BAWAAN

Pasal 13
Departemen Perdagangan dan Koperas menetapkan macam, jenis, dan jumlah
barang-barang yang dapat dibawa ke luar negeri dan dibawa masuk ke dalam
negeri oleh cadon/jemaah hgi dengan memperhaikan pertimbangan
Departermen Agama.
Departemen Keuangan dadam hal ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
melakukan penelitian atas barang bawaan sebagaimana dimaksud ddam

aya (1).

BAB VI
PENY ELENGGARAAN ANGKUTAN

Pasal 14
Menteri  Perhubungan  mengkoordineskan dan  betangungjaveb  aas
penyd enggaraan angkutan darat, laut, dan udarabagi cdon/jemaah haji.
Depatemen Perhubungan menyediakan faslitas pengangkutan dardt, laut, dan
udarabagi cdon/jemaah hgi aas permintaan Departemen Agama
Menteri Perhubungan menunjuk perusahaan angkutan untuk mengangkut para
cdon/jemash hgi dari pdabuhan hgi di Indonesa yang tdah ditetgpkan ke Jeddah
pulang pergi.
Untuk mempelancar pdaksanaan koordines di bidang pengangkutan
sebagamana dimaksud ddam aya (1), Menteri Perhubungan dapat
membentuk  Panitia Koordinass yang dianggap perlu setelah
memperhati kan pendapat Menteri Agama.

BAB VIlII
PENY ELENGGARAAN URUSAN HAJ DI ARAB SAUDI
Pasal 15
Penyelenggaraan Urusan Hgji di Arab Saudi merupakan tanggung jawab
Menteri Luar Negei dan dilaksanekan deh Kepda Pewekilan Republik
Indonesia di Jeddah sesual dengan ketentuan Pasd 3 ayat (2) Keputusan
Presdenini.
Untuk mdaksanekan ketentuan ayat (1), Kepala Perwakilan Republik
Indonesia di Jeddah diberi wewenang mengeluarkan peraturan pelaksanaan
yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan Keputusan Presiden ini,
serta bertanggungjawab kepada Pemerintah Pusat ddam ha ini Menteri
Luar Negeri dan Menteri Agama.


http://www.djpp.depkumham.go.id

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud daam ayat (1), Kepda
Perwakilan Republik Indonesa di Jeddah menunjuk Atase Hgi pada
Kedutaan Besar Republik Indonesa sebagai Pimpinan Pelaksana Harian
yang mel aksanakan tugas menurut petunjuknya.

(4) Atase Hgi pada KBRI di Jeddah dibantu oleh unsur-unsur Pgabat KBRI,
Team Pembimbing Hgi Indonesia (TPHI), Tean Kesehatan Hgji Indonesa
(TKHI) dan unsur-unsur lain yang dipandang perlu.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16
Hd-hd lain yang belum diatur ddam Keputusan Presiden ini diatur [ebih lanjut oleh
Menteri Agama

Pasal 17
Keputusan Presden ini mulal berlaku padatanggd ditetgpkan tetapkan,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Nopember 1981.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESA,
ttd.

SOEHARTO
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